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RINGKASAN 

 
Tiara Dhana Danella, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Januari 2015, BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM 
TRANSAKSI ONLINE, Dr. Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM. 
 
 Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Bitcoin Sebagai Alat 
Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. Pilihan tema tersebut dilator belakangi 
oleh munculnya perkembangan baru dalam sistem pembayaran yaitu bitcoin sebagai alat 
pembayaran dalam bentuk uang virtual. Penggunaan bitcoin di Indonesia semakin 
meingkat, namun penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran virtual ini belum 
didukung oleh bank Indonesia selaku otritas jasa keuangan ataupun oleh pemerintah 
dengan belum dikeluarkannya regulasi atau peraturan yang mengatur bitcoin sebagai alat 
pembayaran sehingga belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai bitcoin 
dan menimbulkan belum adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang 
menggunakan bitcoin sebagai uang virtual. Lain halnya dengan Pemerintah Singapura 
yang telah meregulasi bitcoin dengan pengenaan pajak atas setiap transaksi yang 
menggunakan bitcoin sehingga status bitcoin di Singapura menjadi jelas. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 
apakah bitcoins (alat pembayaran virtual di dunia maya) dikategorikan sebagai alat 
pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur? 

 Kemudia penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perndekatan 
perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang 
diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu 
suatu metode analisi bahan hukum dengancara melakukan menentukan isi atau makna 
aturan hukm dari Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-
undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Pengenaan Pajak Tranksaksi 
Online Singapura (IRAS e-tax guide) dan jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 
menjadi objek kajian. 

Dari hasil penelitian denga metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa bitcoin dapat menjadi alat pembayaran yang legal di 
Indonesia karena memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda menjadi alat 
pembayaran hanya saja bitcoin belum mempunyai regulasi yang mengatur sehingga 
belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai alat pembayaran virtual tersebut. 
Di Singapura penggunaan bitcoin telah diatur oleh pemerintah yang berwenang dengan 
pengenaan pajak karena banyaknya penggunaan bitcoin yang terjadi di Singapura dan 
untuk menghindari terjadinya tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan teroris 
dan korupsi. Sehingga Indonesia diharapkan dapat meregulasi bitcoin sebagai suatu 
media dalam pembayaran virtual seperti Singapura dan dapat mengurangi presentase 
kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan bitcoin ini. 
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SUMMARY 
 

Tiara Dhana Danella, Bussiness Law, University of Brawijaya Malang, January 2015, 
BITCOIN AS LEGAL MEDIUM OF EXCHANGE IN ONLINE TRANSACTIONS, Dr. 
Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM. 
 
 
 A new development within the payment system born a new system that is bitcoin 
as payment instrument in the form of virtual money. The use of bitcoin in Indonesia has 
increased, but the use of bitcoin as a virtual payment has not been supported by Bank 
Indonesia as financial services or by the government. They has not issued regulations or 
rules of bitcoin as a means of payment so that the lack of legal certainty and clear about 
bitcoin and cause the lack of legal protection for people who use bitcoin as virtual money. 
As with the Singapore Government has bitcoin regulate the taxation on every transaction 
that uses that bitcoin bitcoin status in Singapore becomes clear. 
 
 Therefore, this thesis attempt to analyze whether Bitcoins (virtual payment 
instrument) is categorized as legal tender in Indonesia?  
 
 This thesis using normative juridical method with the statute approach and 
comparative approach. The primary legal materials, secondary and tertiary obtained by 
the author will be analyzed using descriptive analytical technique, which is a method of 
analysis of legal materials in a way to determine the content or meaning of the law of Act 
No. 23 of 1999 of Bank Indonesia, Act No. 7 in 2011 about currency and Regulations 
Tax Online Singapore (IRAS e-tax guide) and journals issued by Bank Indonesia which 
is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study. 
 
 From the results of the study with the method, the authors obtained the answers to 
the problems that bitcoin can become legal tender in Indonesia because it fulfills most of 
the requirements of an object into payment instrument except bitcoin does not have 
regulatory so that there is no certainty and legal of clarity regarding the virtual payment 
instrument. In Singapore the use of bitcoin has been regulated by the competent 
government with taxation due to the use of bitcoin is happening in Singapore and to 
prevent criminal acts such as money laundering, terrorist financing and corruption. So 
that Indonesia is expected to regulate bitcoin as a medium in virtual payments, such as 
Singapore and can reduce the percentage of the possibility of criminal acts committed by 
bitcoin. 

 

 


